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KATA PENGANTAR 

KETUA BAGIAN 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

 
 

Monograf ini disarikan dari artikel tugas akhir mahasiswa pada 
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas 
Lampung. Substansi didalamnya mengkaji Hukum Administrasi 
Negara dalam tiga (3) peer group, antara lain: Pertama, Hukum 
Administrasi secara umum; Kedua, Hukum Keuangan Negara dan 
Pajak; dan Ketiga, Hukum Lingkungan dan Keuangan Negara. 

Tersusunnya monograf ini tidak terlepas antara lain dari 
kerisauan para dosen di Bagian Hukum Administrasi Negara di mana 
tidak adanya lagi Jurnal Pengumpul Tugas Akhir Mahasiswa, dan 
sekaligus juga bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kajian 
hukum administrasi itu sendiri.  

Last but not least, monograf ini terwujud atas kerja keras dan 
diskusi yang egaliter  para dosen dan mahasiswa di Bagian Hukum 
Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa substansi didalamnya 
masih banyak kekurangan dan untuk itu proses evaluasi akan terus 
dilakukan pada penerbitan berikutnya. Proses evaluasi tersebut 
membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak dan untuk itu 
kami sangat berterimakasih. Akhir kata, kami mengucapkan terima 
kasih kepada Tim Editor Monograf Bagian Hukum Administrasi 
Negara yang sudah berjibaku hingga terbitnya monograf perdana ini.  

 
Bandar Lampung, 5 Oktober 2022 
 
 
Eka Deviani, S.H., M.H. 
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KABUPATEN LAMPUNG UTARA 
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Fakultas Hukum, Universitas Lampung 
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Fakultas Hukum, Universitas Lampung 

 
Marlia Eka Putri A.T 

Fakultas Hukum, Universitas Lampung 
 

Abstrak 
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menyebabkan 

stagnasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pelayanan 
adminsitrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Utara. Belum 
tersedianya media elektronik berbasis web sebagai media pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring, menyebabkan kurang 
optimalnya pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan 
penelitian: (1) Bagaimanakah Pelayanan Administrasi Kependudukan 
Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara? (2) Apa sajakah faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Pelayanan 
Administrasi Kependudukan Secara Daring oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menyelenggarkan 
pelayanan administrasi kependudukan secara daring atas instruksi 
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Catatan Sipil pada Surat Edaran 
Nomor443.1/2978/Dukcapil tentang Pelayanan Administrasi 
Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) yang pada 
poin ketujuh menyatakan bahwa pelayanan administrasi 
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kependudukan dilaksanakan secara daring. Pelayanan ini 
menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media 
pelayanan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan 
pelayanan administrasi kependudukan secara daring oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 
terbagi atas dua faktor, yaitu faktor-faktor pendorong dan faktor-
faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong penerapan pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung 
Utara yaitu pandemi corona virus disease (Covid-19), dan efisiensi 
pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan faktor-faktor 
penghambat penerapan pelayanan administrasi kependudukan 
secara daring di Kabupaten Lampung Utara yaitu belum ada produk 
hukum, sarana pelayanan elektronik berbasis web dan kondisi 
masyarakat. 
 
Kata Kunci: Administrasi, Daring, Kependudukan, Pelayanan 
 
A. Pendahuluan 

Negara melalui penyelenggara pelayanan publik adalah 
pelayan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok pemerintah 
dimana birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan 
terbaiknya kepada masyarakat.1 Pemberian pelayanan publik oleh 
aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan 
implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat 
dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh 
karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 
(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan 
sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan 
sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai 
dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 
rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep welfare state.2 

                                                                 
1  Lijan Poltak Sinambela, et.al., Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan 

Implementasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, Hlm: 34 
2 Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep 

―Welfare State‖?, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, Hlm: 429 
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Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan peraturan 
perundang-undangan oleh pemerintah selaku pelaksana pelayanan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan 
kepastian hukum bagi pengguna layanan guna mewujudkan 
pemerintahan yang adil dan sejahtera. Administrasi kependudukan 
merupakan salah satu substansi penyelenggaraan pelayanan publik 
yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan 
komunikasi, guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 
efektif dan efisien perlu dikembangkannya sistem pelayanan 
administrasi kependudukan yang baru. Pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring merupakan inovasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan guna 
mewujudkan cara yang lebih mudah, cepat dan tepat kepada 
masyarakat. Ditetapakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 
secara daring, membuat instansi-instansi yang memiliki 
kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring mulai mengalami masa transisi pada 
cara pelaksanaan pelayaanan administrasi kependudukan yang 
semula masih menggunakan cara manual menuju pelaksanaan 
secara daring. 

Pada awal tahun 2020, wabah penyakit pandemi Covid-19 
mulai melanda Indonesia. Pemerintah Pusat harus mampu 
menciptakan sistem yang baik dengan kerangka hukum yang kuat 
dan tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai 
tombak kebijakan sampai ke tingkat terendah. Pemerintah Pusat 
harus dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang 
berhubungan langsung dengan rakyatnya.3 Persatuan dan kesatuan 
arah kebijakan memutus penularan virus atau memerangi virus 
harus dilaksanakan oleh segenap warga negara dan penduduk 
Indonesia. Hal ini, yang masih perlu ditingkatkan kesadaran diri 

                                                                 
3  Rudi Natamiharja, Keberkahan Virus Corona dalam Peningkatan Hak Dasar Atas 

Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dalam buku Corona Guru Kita : Belajar Berempati, Bandar 
Lampung : Aura Publishing, 2020, Hlm: 142-143 
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3  Rudi Natamiharja, Keberkahan Virus Corona dalam Peningkatan Hak Dasar Atas 
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Lampung : Aura Publishing, 2020, Hlm: 142-143 

 

 

untuk bersatu sehati dan sejiwa dalam menghadapi wabah.4 Sejak 
wabah penyakit Covid-19 mulai melanda Indonesia, Kementerian 
Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Catatan Sipil dalam Surat Edaran No.443.1/2978/Dukcapil tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus 
Corona (Covid-19) per 16 Maret 2020 yang telah diperpanjang masa 
berlakunya hingga pandemi Covid-19 berakhir menginstruksikan 
agar semua pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara 
online.5 

Pada sisi lain hal ini menyebabkan adanya stagnasi 
penyelenggaraan pemerintahan pada pelayanan publik di bidang 
pelayanan adminsitrasi kependudukan di Kabupaten Lampung 
Utara, dikarenakan belum tersedianya media elektronik berbasis 
web sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara 
Daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Utara yang merupakan objek penelitian ini adalah instansi 
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. Guna memutus mata rantai 
penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Kabupaten Lampung 
Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Utara sempat menghentikan pelayanan administrasi 
kependudukan selama dua pekan.6 
 

Selanjutnya, agar tetap terselenggaranya pelayanan 
administrasi kependudukan di tengah pandemi Covid-19, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 

                                                                 
4 FX Sumarja, Nilai-Nilai Pancasila dan Wabah Virus Corona dalam buku Corona Guru Kita : 

Belajar Berempati, Bandar Lampung : Aura Publishing, 2020, Hlm: 153 
5 Kompas, Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan ―Online‖ Sampai Pandemi Covid-

19 Berakhir, (Diakses dari, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/20492411/layanan-
administrasi-kependudukan-dilakukan-online-sampai-pandemi-covid-19?page=all Pada 15 Juni 2020 
Pukul 17:03 WIB) 

6  Lampung TV, Disdukcapil Lampung Utara Stop Pelayanan 2 Pekan, (Diakses dari, 
http://www.lampungtelevisi.com/2020/03/disdukcapil-lampung-utara-stop.html, Pada 15 Juni 2020 
Pukul 13:53 WIB) 
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menerapkan pelayanan secara daring (online). Pelayanan secara 
daring ini menggunakan media sosial Whatsapp. 7  Menurut 
penuturan Tien Rostina pada Rabu 3 Juni 2020 Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara telah 
menyelesaikan sebanyak 2.607 file. 8  Sedangkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, seharusnya 
pemanfaatan pengelolaan media elektronik berbasis web dapat 
dipotimalkan bahkan sebelum  pandemi  Covid-19  terjadi.   Hal  
tersebut dianggap akan mempermudah masyarakat dalam mengakses 
pelayanan, apalagi dewasa ini teknologi terus berkembang. 

Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Sistem Informasi 
Pelayanan Publik (SIPP) secara elektronik dan nonelektronik juga 
diamanahkan menjadi bagian penyelenggaraan pelayanan publik. 
Akan tetapi mengingat Kabupaten Lampung Utara termasuk 
Kabupaten tertua di Provinsi Lampung seharusnya perkembangan 
penggunaan pelayanan berbasis daring telah dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan tersebutdiatas, permasalahan yang 
akan dibahas pada penelitian ini yaitu; 
1) Bagaimanakah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara 

Daring di Kabupaten Lampung Utara? 
2) Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara? 

 
 
 
 
 

                                                                 
7 Teras Lampung, Wabah Corona, Ini Cara Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Disdukcapil Lampung Utara (Diakses dari, https://www.teraslampung.com/wabah-corona- ini-cara-
pelayanan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-disdukcapil-lampung-utara/, Pada 15 Juni 2020 Pukul 
13:58 WIB) 

8  Lampung One, Disdukcapil Buka Pelayanan Online, (Diakses dari 
https://lampungone.com/2020/06/03/disdukcapil-lampura-buka-layanan-online/, Pada 29 Juni 2020 
Pukul 15:21 WIB) 
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diamanahkan menjadi bagian penyelenggaraan pelayanan publik. 
Akan tetapi mengingat Kabupaten Lampung Utara termasuk 
Kabupaten tertua di Provinsi Lampung seharusnya perkembangan 
penggunaan pelayanan berbasis daring telah dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan tersebutdiatas, permasalahan yang 
akan dibahas pada penelitian ini yaitu; 
1) Bagaimanakah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara 

Daring di Kabupaten Lampung Utara? 
2) Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara? 

 
 
 
 
 

                                                                 
7 Teras Lampung, Wabah Corona, Ini Cara Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Disdukcapil Lampung Utara (Diakses dari, https://www.teraslampung.com/wabah-corona- ini-cara-
pelayanan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-disdukcapil-lampung-utara/, Pada 15 Juni 2020 Pukul 
13:58 WIB) 

8  Lampung One, Disdukcapil Buka Pelayanan Online, (Diakses dari 
https://lampungone.com/2020/06/03/disdukcapil-lampura-buka-layanan-online/, Pada 29 Juni 2020 
Pukul 15:21 WIB) 

 

 

B. Pembahasan 
1. Dasar Kewenangan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara 
Administrasi negara selaku pemangku kewajiban dalam 

melaksanakan fungsi publiknya dituntut cepat tanggap terhadap 
permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dengan 
perubahannya yang cepat. Untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat (public servant), bertugas mengurus, menyelenggarakan 
dan melayani segala urusan dan kepentingan masyarakat. 
Pemerintah dalam hukum administrasi sebagai kesatuan, sebagai 
badan yang diberi kewenangan, dengan demikian berwenang untuk 
menetapkan tindakan, menurut hukum administrasi, dan olehnya itu 
mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang laim, atau untuk 
menjalankan tindakan hukum (berdasarkan hukum perdata) arti 
badan pemerintah secara hukum.9 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 
hukum. Pemerintah dalam menjalankan fungsi administratornya 
untuk melakukan tindakan hukum pemerintah dalam konteks 
administrasi harus memiliki dasar hukum kewenangan yang 
diperolehnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal ini berkaitan dengan asas legalitas yang merupakan prinsip 
utama dalam negara hukum. Secara normatif, prinsip bahwa setiap 
tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di 
setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip 
ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara 
yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula 
negara yang tidak begitu ketat menerapkanya.10 

                                                                 
9  Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam 

Membuat Keputusan Administrasi Negara, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1 Nomor 1,Februari 
2015, Hlm: 44 

10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.XIII, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2017, Hlm: 93 
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Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam 
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Utara yang menjadi objek dalam penelitian ini 
diatur pada Pasal 3 huruf d angka 11 dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa kedudukan, 
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat 
daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal 
tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Lampung Utara 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 
Utara. 

N. Tien Rostina Pra menerangkan, secara khusus belum ada 
produk hukum yang mengatur tentang pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung Utara. 
Pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui 
platform media sosial Whatsapp di Kabupaten Lampung Utara 
merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuputen Lampung Utara atas 
adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat 
Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada poin ke tujuh Surat 
Edaran Nomor 443.1/2978/ Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Covid-19 
yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga pandemi Covid-19 
berakhir, yang menginstruksikan bahwa pelayanan administrasi 
kependudukan dilaksanakan secara daring.11 
                                                                 

11 Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020 
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11 Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020 

 

 

Merujuk pada Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 26 
Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, 
kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis, 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendaIian serta 
pengelolaan administrasi umum dinas. Teknis pelakasanaan 
pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang 
diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat 
Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Surat Edaran 
Nomor443.1/2978/Dukcapil dipilih oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 
platformmedia sosial Whatsapp sebagai media pelayanan yang 
dituangkan kedalam suatu kebijakan berupa pengumuman. 

Untuk memperlancar peran, tugas dan tanggung-jawab 
pemerintah melaksanakan tugas pembangunan serta tugas servis 
publik yang demikian luas dan berat, kepada pemerintah diberikan 
pula wewenang berupa freies Ermessen atau diseretionaire. 12 

Kebijakan yang berupa pengumuman tersebut merupakan salah satu 
bentuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan selalu berkaitan 
dengan kewenangan bebas (vrije bevoegdheid) dari pemerintahan 
yang sering disebut dengan istilah freies ermessen. Freies ermessen 
dapat dilakukan oleh administrasi negara salah satunya jika belum 
ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal 
masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya 
dalam menghadapi suatu bencana ataupun wabah penyakit menular, 
maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang 
menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat.13 
 

                                                                 
12  Mohammad Yuhdi, Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 

LIKHITAPRAJNA, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume 15 Nomor 1, April 
2013, Hlm : 70 

13 Ridwan HR, op.cit., Hlm:171-172 
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Kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring 
melalui platform media sosial Whatsapp dituangkan dalam bentuk 
pengumuman disebarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Lampung Utara ke kantor-kantor Kecamatan di 
Lampung Utara serta pada media sosial Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Kebijakan tersebut 
dilakukan agar tidak terhentinya pelayanan administrasi 
kependudukan ditengah wabah penyakit Covid-19 seperti yang 
terjadi pada bulan Maret 2020 yang lalu.14 

Maspardan menerangkan bahwa pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Pelayanan Administasi Kependudukan Secara Daring. 
Namun demikian, pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring di Kabupaten Lampung Utara tidak menggunakan media 
elektronik berbasis web dikarenakan belum tersedianya anggaran 
untuk hal tersebut sehingga Pelayanan administrasi kependudukan 
ini menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media 
pelayanan. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring 
melalui platform media sosial Whatsapp ini baru diterapkan pada 
bulan April 2020 guna mencegah terjadinya stagnasi dalam 
pelayanan administrasi kependudukan ditengah pandemi Covid-19 
yang sedang mewabah. Namun demikian, untuk pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring ini kedepannya akan 
diterapkan secara permanen apabila telah tersedianya anggaran. Hal 
ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
Dan Pencatatan Sipil.15 
 

                                                                 
14  Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020. 
15 Ibid 



163Mozaik Pemikiran Dalam Hukum Administrasi Negara

 

 

Kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring 
melalui platform media sosial Whatsapp dituangkan dalam bentuk 
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untuk hal tersebut sehingga Pelayanan administrasi kependudukan 
ini menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media 
pelayanan. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring 
melalui platform media sosial Whatsapp ini baru diterapkan pada 
bulan April 2020 guna mencegah terjadinya stagnasi dalam 
pelayanan administrasi kependudukan ditengah pandemi Covid-19 
yang sedang mewabah. Namun demikian, untuk pelayanan 
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tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
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14  Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020. 
15 Ibid 

 

 

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di 
Kabupaten Lampung Utara 

a. Instansi Pelaksana 
Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara 
Daring menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil 
Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota 
selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi 
kependudukan. 
Instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring di Kabupaten Lampung Utara adalah Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Instansi 
pelaksana pada urusan administrasi kependudukan secara daring 
di Kabupaten Lampung Utara dibentuk melalui Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Utara dan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 26 
Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 

b. Sarana Pelayanan 
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara 
Daring menyatakan bahwa Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan 
Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen 
kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya 
dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan 
memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 
Utara belum menggunakan media elektronik berbasis web 
sebagai sarana pelayanan adminsitrasi kependudukan secara 
daring. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini 
menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai media 
untuk melayani urusan administrasi kependudukan terhadap 
masyarakat pengguna layanan. Hal tersebut dikarenakan 
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pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini masih 
pada tahap perencanaan, namun sebelum rampungnya 
perencanaan tersebut pandemi Covid-19 tengah mewabah di 
sebagian besar daerah di Indonesia sehingga pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring ini dipercepat 
penerapannya. Selain itu anggaran juga menjadi kendala dalam 
penerapan media elektronik berbasis web ini.Platform media 
sosial Whatsapp dipilih sebagai sarana pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring dikarenakan platform tersebut 
selain dapat digunakan pada smartphone, platform tersebut juga 
dapat terintergrasi dengan perangkat komputer, sehingga 
petugas pelayanan tetap dapat memanfaatkan sarana kantor. 
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Utara juga berpandangan bahwa sebagian besar 
masyarakat telah memiliki smartphone sehingga masyarakat 
dapat lebih mudah dalam mengurus permohonan dokumen 
kependudukannya melalui platform tersebut.16 

c. Jenis-Jenis Pelayanan 
Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 
Administrasi Kependudukan Secara Daring mengatur pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring terdiri atas pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil, yang 
meliputi; 
1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

a. pencatatan biodata penduduk; 
b. penerbitan Kartu Keluarga; 
c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 
d. penerbitan Kartu Identitas Anak; 
e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan 
f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. 

2. Pelayanan Pencatatan Sipil 
a. kelahiran; 
b. kematian; 

                                                                 
16 Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020 
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16 Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020 

 

 

c. perkawinan; 
d. perceraian; dan 
e. pengakuan anak. 

Pada pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang 
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Utara menyediakan 2 (dua) bentuk 
pelayanan, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pendaftaran pencatatan sipil. Pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring tersebut memanfaatkan platform 
media sosial Whatsapp sebagai media pelayanan. Jenis-jenis serta 
nomor pelayanan tersebut yaitu;17 

 
Tabel 1.  Jenis-Jenis Pelayanan Daring Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 
No. Jenis-Jenis Pelayanan Nomor Pelayanan 
1. Pelayanan Kartu Keluarga 0821-8470-1913 

2. 
Pelayanan Kartu Penduduk 
Elektronik 

0822-8375-4161 

3. Pelayanan Pindah Datang Penduduk 0812-7225-889 
4. Pelayanan Akta Kelahiran 0822-8204-2367 
5. Pelayanan Akta Kematian 0812-7956-302 

6. 
Pelayanan Akta Perceraian dan 
Perkawinan 

0822-7227-5566 

Sumber :  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Utara, Agustus 2020, data diolah. 

 
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 
tiga jenis pelayanan yang belum terlaksana secara daring pada 
pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui 
platform media sosial Whatsapp oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Pelayanan tersebut 
adalah pada pendaftaran penduduk yaitu pelayanan kartu 
identitas anak dan pelayanan pendataan penduduk rentan 

                                                                 
17 Hasil Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020 
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administrasi kependudukan serta pada pencatatan sipil yaitu 
pelayanan pengakuan anak. 
Hingga saat ini pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring di Kabupaten Lampung Utara masih menggunakan 
platform media sosial Whatsapp sebagai sarana pelayanan 
administrasi kependudukan. Data pada 30 Oktober 2020, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 
telah menyelesaikan sebanyak 26.811 capaian pelayanan secara 
daring. Hal tersebut dirincikan sebagai berikut;18 

 
Tabel 2.  Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara 

Daring oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Utara 

No. Pelayanan Jumlah 
1. Pelayanan Kartu Keluarga 4.904 
2. Pelayanan KTP-el 13.770 
3. Surat Keterangan Pindah WNI 4.462 
4. Pelayanan Akta Kelahiran 3.453 
5. Pelayanan Akta Kematian 203 
6. Pelayanan Akta Perkawinan 18 
7. Pelayanan Akta Perceraian 1 

Total 26.811 
Sumber :  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara 
 

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terjadi 
peningkatan permintaan pelayanan di bidang administrasi 
kependudukan oleh masyarakat kepada pihak Dinas 
Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 
yang semula pada bulan Juni 2020 total capaian pelayanan 
sebanyak 2.607 hingga pada bulan Oktober 2020 total capaian 
pelayanan sebanyak 26.811. Hal tersebut disebabkan pasca 
terjadinya penutupan layanan selama dua pekan di awal pandemi 

                                                                 
18 Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020 
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18 Hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 6 November 2020 

 

 

Covid-19 pelayanan daring melalui Platform media sosial 
Whatsapp belum tersosialisasikan secara meluas ke masyarakat, 
namun kini sudah tersosialisasikan.19 

 
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten 
Lampung Utara 

a. Faktor-Faktor Pendorong Penerapan Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara 
Berikut ini merupakan faktor-faktor pendorong dalam 
implementasi pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatatn Sipil Kabupaten Lampung Utara; 
a. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring di 
Kabupaten Lampung Utara mulanya masih pada tahap 
perencanaan, namun pandemi Covid-19 yang tengah mewabah 
menyebabkan dipercepatnya pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring dengan memilih platform media 
sosial Whatsapp sebagai media pelayanan tersebut. Namun 
demikian, dalam hal tidak dapat terselenggaranya pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring dikarenakan suatu 
hal tertentu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lampung Utara tetap membuka pelyanan secara 
langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.20 

b. Efisiensi Pelayanan Administrasi Kependudukan 
Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan inovasi 
pemerintah untuk mengefisiensi pelayanan publik. Pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring merupakan salah 
satu wujud dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang 
mana dapat mengefisiensi pelayanan administrasi 
kependudukan. Menurut Rohaiti yang merupakan salah satu 
pengguna layanan, menerangkan bahwa ia merasa terbantu 

                                                                 
19 Ibid 
20  Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020 
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dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring yang ada saat ini. Hal tersebut dikarenakan pelayanan 
ini dapat memudahkan masyarakat pengguna pelayanan pada 
segi biaya transportasi, sehingga masyarakat pengguna 
pelayanan tidak perlu datang berkali-kali ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 
Utara untuk mengurus permohonan penerbitan dokumen 
kependudukan yang dibutuhkannya.21 

b. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Lampung Utara 
Berikut ini merupakan faktor-faktor penghambat dalam 
implementasi pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatatn Sipil Kabupaten Lampung Utara; 
a. Belum Ada Produk Hukum 

Belum terdapat produk hukum yang secara khusus mengatur 
mengenai pelayanan administrasi kependudukan secara daring 
di Kabupaten Lampung Utara dikarenakan pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring ini masih dalam 
perencanaan. 22  Dasar hukum yaitu peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan 
pelayananan merupakan komponen penting dalam standar 
pelayanan. Hal ini Seperti yang diamanatkan dalam tujuan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik yang salah satu poinnya bertujuan untuk terpenuhinya 
pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian 
hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. 
Sarana Pelayanan Elektronik Berbasis Web 
Media elektronik berbasis web merupakan sarana pelayanan 
yang digunakan. Belum tersedianya media elektronik berbasis 
web untuk pelayanan administrasi kependudukan secara 

                                                                 
21 Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna pelayanan; Ibu Rohaiti di lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 agustus 2020 
22  Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2020 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 agustus 2020 
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daring menjadi promblematika tersendiri. Petugas pelayanan 
masih menggunakan nomor telepon seluler pribadinya untuk 
melayani kebutuhan masyarakat untuk pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring. Beberapa petugas pelayanan 
bahkan mengganti nomor telepon seluler pribadinya agar 
urusan pelayanan administrasi kependudukan dan urusan 
pribadinya dapat dipisahkan.23 

b. Kondisi Masyarakat 
Masyarakat yang kurang teredukasi menjadi salah satu 
penyebab terhambatnya pelayanan administrasi 
kependudukan secara daring, beberapa masyarakat masih 
kebingungan dalam mengisi formulir pelayanan daring yang 
diberikan petugas pelayanan. Hal tersebut dapat 
mempengaruhi penyelesaian permohonan penerbitan 
dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat 
pengguna pelayanan.24 Hal ini juga terjadi pada pada Darwis 
yang merupakan salah satu pengguna layanan, ia menerangkan 
sebelumnya ia tidak memahami dengan benar arahan yang 
diberitahukan oleh petugas pelayanan sehingga ia tidak dapat 
segera memberikan persyaratan yang dibutuhkan untuk 
permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang 
dibutuhkannya.25  Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Lampung Utara, jumlah penduduk miskin 
di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 sebanyak 
119.280. 26  Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat 
tersebut dapat memungkinkan terdapatnya masyarakat yang 
tidak memiliki telepon seluler atau sarana lainnya untuk 
mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring tersebut. 

 
                                                                 

23 Hasi wawancara dengan Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada 18 Agustus 2020. 

24 Ibid 
25 Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna pelayanan; Bapak Darwis di lingkungan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 agustus 2020 
26 BPS Lampung Utara, Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara 2020, 

Katalog BPS 4101002.1806 (Diaksesdari, https://lampungutarakab.bps.go.id/, Pada13 Januari 2020 
Pukul 13:50 WIB) 
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C.  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 
menyelenggarkan pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring disebabkan atas instruksi Kementerian Dalam Negeri melalui 
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Surat 
Edaran Nomor443.1/2978/Dukcapil tentang Pelayanan Administrasi 
Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19). Tidak 
tersedianya media elektronik berbasis web menyebabkan pelayanan 
administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Lampung 
Utara menggunakan platform media sosial Whatsapp sebagai sarana 
pelayanan. Mengingat Kabupaten Lampung Utara termasuk 
Kabupaten tertua di Provinsi Lampung sebaiknya perkembangan 
penggunaan pelayanan berbasis daring telah dilakukan. Selain itu, 
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama dengan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara 
sebaiknya segera memprioritaskan pembentukan suatu produk 
hukum mengenai pelayanan administrasi kependudukan secara 
daring agar pelayanan tersebut dapat segera diterapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
mengingat hal ini merupakan suatu pembaharuan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan didaerah untuk mendukung sistem 
pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, apabila kedepannya 
terdapat keadaan mendesak pandemi Covid-19 yang sedang 
mewabah saat ini penyelenggara pelayanan publik dibidang 
administrasi kependudukan tidak terhambat dan tidak terjadi lagi 
stagnasi pelayanan seperti sebelumnya. 
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